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KATA PENGATAR

Perkembangan hukum administrasi Negara semakin cepat,
dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, baik secara
materiial dan formil. Terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 yang
dirubah Perpu No. 2 Tahun 2022, dan dirubah UU No. 6 Tahun
2023 merubah banyak hal. Terbitnya UU No. 7 Tahun 2022
tentang Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi merupakan salah
satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan
diri pribadi, maka perlu diberikan landasan hukum untuk
memberikan keamanan atas data pribadi. Keseluruhan upaya
untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data
pribadi, guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Sehubungan  dengan  revolusi  teknologi  informasi
berkembang(digitalisasi), untuk itu hukum administrasi negara
mengalami perubahan mendasar, dari keputusan elektronik,
penerapan fiktif positif, keputusan diskresi, upaya administasi
keberatan dan banding, dan kewenangan kompetensi memeriksa
dan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimuat dalam
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU
AP)

UU Cipta Kerja, merubah UU AP yang menghilangkan
petrsyaratan badan dan/atau pejabat harus memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam memper-
gunakan keputusan diskresi oleh badan dan/atau pejabat. Konsep
penerapan fiktif positif di Pasal 53 UU AP memberi batas waktu
10 (sepuluh) hari bagi badan dan/atau pejabat untuk memproses
permohonan, apabila diamnya pejabat, maka dianggap
permohonan dikabulkan dengan mengajukan ke pengadilan Tata
Usaha Negara, hal ini dihapuskan. Bahkan SEMA No. 5 Tahun
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2021 menghilangkan lembaga fiktif positif. Secara umum UU
Cipta kerja konsep fiktif positif masih ada, bahkan dipersingkat
dalam memproses permohonan warga diberi waktu badan
dan/atau pejabat pemerintah selama 5 (lima) hari bagi badan
dan/atau pejabat.

Buku ajar Hukum Administrasi Negara Paradigma Revolusi
Teknologi Informasi (Digitaliasi), memotret perkembangan
terbaru dari sistem penyelenggaran administrasi pemerintahan
dengan menggunakan apliaksi teknologi. Kemudahan informasi,
akses, dan penggunaan teknologi secara digital merubah subtansi
dan perubahan hukum yang belum diakomedir dalam peraturan
undang-undangan.

Untuk itu hukum administrasi negara menyesuaikan untuk
seiring sejalan untuk mengikuti perkembangan ilmu, teknologi
dan informasi yang signifikan merubah penyelenggaraan
administrasi pemerintahan yang berbasis internet/online.
Digilitasasi memberi dampak terhadap perubahan dalam adaptasi
terthadap online dalam bentuk aplikasi yang memudahkan
manusia dalam beraktivitas terkait dengan pemerintah sebagai
pelayanan publik. Surat elektronik, pengadilan online, perizinan
OSS berbasis resiko, dan berbagai aplikasi menjadi sarana,
prasarana untuk memberi pelayanan yang cepat, efesiensi,
transparasi, biaya rendah, dan menghindari korupsi, kolusi dan
nepotisme.

Buku ajar ini memberi keilmuan dasar bagi pemula
mahasiswa fakultas hukum, untuk memahami pengertian, konsep,
dan teori dasar Hukum Administrasi Negara. Selain itu, buku ajar
ini juga untuk mata kuliah institusional dan peminatan/jurusan
hukum administrasi negara sebagai pedoman secara runtut,
sistimatis, dan komprehensif.



Terimakasih pada Allah SWT yang memberi saya ilmu dan,
pada Nabi Muhammad yang menunjukan Jalan Kebenaran atas
Islam. Kepada orangtua dinda (ibunda Yasitin dan Bapak Jae’s
(almarhum), dan suamiku (Evan Sofanus) yang mendukung dan
selalu ada memberi motivasi, support untuk terus berkarya dan
teliti, rigid dalam menulis.

Buku ini pertanda peradapan, atas perubahan dunia yang
mencatat dalam jendela dunia, dan mercusuar yang dipancangkan
di samudra waktu untuk diingat. Semoga memberi manfaat Amin
Roball Alamiin

Samarinda, 1 Januari 2025

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
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BAB 1
KONSEP NEGARA HUKUM

Sub-CPMK:
Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep Negara Hukum, yang meliputi
Sejarah Hukum Administrasi Negara, Pengertian Negara hukum, Pengertian
Hukum Administrasi Negara, Tugas-tugas Pemerintah dalam Negara Hukum
Modern, Ruang Lingkup Hukum Adminitrasi Negara, dan Perkembangan
Hukum Administrasi di Indonesia dalam revolusi teknologi informasi digitisasi.

A. Sejarah Hukum Administrasi Negara

I< onsep negara hukum ada beberapa model, seperti negara
hukum menurut Al Qur’an dan Sunah atau nomokrasi

Islam, negara hukum menurut konsep kontinental yang

dinamakan rechtsaat, negara hukum Anglo-Saxon (rule of law),

konsep sosialis /gality, dan konsep negara hukum Pancasila.'

Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang
berasal dari hukum Romawi, yang secara umum berkisar dalam
bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum acara (perdata dan
pidana), dan selain yang berasal dari hukum Romawi, berkembang
pula hukum dagang. Sampai dengan dibuatnya Code Napoleon,
hukum publik (kecuali hukum acara) belum kelihatan
perkembangannya.

Secara histori gagasan negara hukum telah dikemukakan
oleh Plato, dalam buku nomoi, yang menyebutkan, penyeleng-
garaan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan
(hukum) yang baik.”> Gagasan ini diteruskan oleh Aristoteles, yang

! Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum, Bulan Bintang: Jakarta, hlm. 63
2 Ibid, hlm. 66



menyebutkan suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah
dengan konstitusi dan kedaulatan hukum.

Pada abad pertengahan (abad ke-14 sampai ke-15) negara
Eropa Barat belum mengenal pembagian kekuasaan pada negara-
negara modern. Pada waktu itu kekuasaan negara dipegang oleh
raja, dan semua dilakukan birokrasi dengan sistem kerajaan. Raja
sebagai pemerintah, pembuat undang-undang, dan mengadili
apabila terjadi perselisihan. Pada abad ke-16 dan permulaan abad
ke-17, ada perubahan pemikiran bangsawan Eropa tentang sistem
pemerintahan yang dinamakan Renaissance atau perubahan, yaitu
timbulnya aliran-aliran yang mengemukakan:’

Sistem pemerintahan yang sentralistis yang kurang dapat
menjamin kemerdekaan individu harus dirubah dengan sistem
pemerintahan yang dapat menjamin lebih banyak kebebasan-
kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia.

Sistem ini melahirkan sistem demokrasi yang dipelopori
John locke (1832-1704), dalam buku Two Treatises on Civil
Government (1690) merumuskan teori sebagai berikut:*

“Kekuasaan negara harus dibagi ke dalam 3 (tiga) kekuasaan

yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan cksekutif, dan

kekuasaan federatif (disebut federative power of commonmwealth)
yang masing-masing terpisah yang satu dari yang lainnya.

Kekuasaan legislatif meliputi kekuasan membuat peraturan.

Kekuasaan eksekutif meliputi kekuasan mempertahankan

dan melak-sanakan peraturan, serta mengadili perkara

3 Bachsan Mustafa, 2001, Sistim Hukum Administrasi Negara Indonesia, Citra
Aditya Bankti: Bandung, hlm 16. Sistem ini dinamakan sistem demokrasi yang
menghapus sistem absolut

4 Ibid. hlm. 2, Dijelaskan teori ini, tidak mendapat pengaruh di Inggris.
Teori pemisahan kekuasaan John Locke ini bukan pertama, sebelum ada
Aristoteles. Teori mulai berkembang setelah ahli hukum bangsawan Prancis
datang ke Inggtis.
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HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Paradigma Revolusi Teknologi Informasi (Digitalisasi)

uku Ajar Hukum Administrasi Negara ini memotret
perkembangan terbaru dari sistem tata kelola pemerintahan

dalam paradigma revolusi teknologi informasi (digitalisasi);
perkembangan hukum administrasi negara yang merubah
paradigma fiktif negatif menjadi fiktif positif, kewenangan
kompetensi pengadilan PTUN; dan substansi akibat perluasan dari
hukum administrasi negara. Secara rinci buku ini meliputi pokok-
pokok bahasan sebagai berikut:

l.

Il.
[l
V.
V.
VL.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XIl.
XII.
XIV.
XV.
XVL.

XVII.

Konsep Negara Hukum

Sumber-Sumber Hukum Administasi Negara
Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan
Tindakan Pemerintah

Instrumen Pemerintahan

Diskresi Pemerintahan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
Aparatur Sipil Negara

Sistem Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Keputusan Pemerintahan

Putusan Fiktif Positif

Perizinan OSS yang Berbasis Resiko
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Maladministrasi

Pengawasan

Upaya Administrasi

Sanksi Administrasi
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